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ABSTRAK

Dalam pengadaan alat kesehatan RS Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 tcrjgdi
penyelewengan anggaran yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Pelaku kemudian
oleh Makhamah Agung (MA) pada tingkat upaya hukum Juar biasa P;mmauan Kembali dijatuhi
pidana pokok dan pidana tambahan yang serupa dengan penjatuhan pidana oleh judex facti, yang
sebelumnya dibatalkan oleh judex juris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,
dengan sumber bahan penelitian melalui data sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan
penelitian melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, konscp kerugian
keuangan negara dalam praktik tindak pidana korupsi pada Putusan Mahkamah MA Nomor 169
PK/Pid.Sus/2019, adalah konsep pembuktian adanya nilai dari kerugian keuangan negara pada
dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan RS Pendidikan Univet sitas Jambi Tahuo
Anggaran 2013 sebagai syarat pemenuhan unsur dapat merugikap keuangan negara (!alam
ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang melengkapi pemenuhan unsur-unsur lainnya
sehingga secara kumulatif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Besaran
kerugian keuangan negara tersebut dinilai dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yaitu
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi, atas
permintaan Kejaksaan. Hakim MA dalam penjatuban pidana terhadap klausul diskon dalam
tindak pidana korupsi pada Putusan MA Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019 dalam pertimbangannya
menganalisis bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Jambi yang menetapkan bahwa nilai kerugian
negara sebesar Rp. 3.990.492.135 - adalah tidak akurat dan cermat, karena diskon penjualan
yang diterima Penyedia Barang dari distributor bukanlah kerugian negara. Qleh karena itu, nilai
kerugian keuangan negara yang lebih tepat adalah Rp. 943.714.000,- yang didapat dari total
keempat ifem barang Alat Kesehatan yang tidak sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Konsekuensinya, selain dijatubi pidana pokok berupa penjara dan denda, penjatuban pidana
tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 943.714.000,- sudahlah tcpat sebagaimana
sejalan dengan amar putusan judex facti, bukan sebesar Rp. 3.990.492.135,-, sebagaimana amar
putusan judex juris.

Kata Kunci - Diskon Pembelian; Diskon Penjualan; Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana
Korupsi

Pembimbing Utama,

Vera Novianti, S.H., MY HUM.

NIP. 197711032008012010

Mengetahui,

Ket

R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu
alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran
melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah
penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta
ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien terbuka dan kompetitif
sangat diperlukan bagi ketersediaan baran dan jasa yang terjangkau dan berkualitas,
sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Guna meningkatkan
efesiensi dan efektifitas pengguna keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses
pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan
keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip perseorangan kompetisi yang
sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD,
sehingga diperoleh barang dan jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat
dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik keuangan maupun manfaatnya bagi
kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk
mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan

menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan



2 kesepakatan lainnnya.! Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut
dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna dan
penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk
kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-
prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di seputar pengadaan
barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, antara lain karena banyaknya
penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Upaya
pemberantasan korupsi khususnya di bidang ini hanya akan efektif jika diikuti dengan
pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan.

Berikut ini peneliti uraikan grafik Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2004
sampai dengan tahun 2020 :2

Gambar 1
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2004-2020

45

Sumber : Indonesia Corruption Watch, 2021

1 Adrian Sutedi, Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, ed.2, cet.1
(Jakarta: Sinar Grafika, 2018), him. 4.

2 Indonesia Corruption Watch, 2021, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok: Politik Hukum
Negara Kian Memperlemah Agenda Pemberantasan Korupsi”, dikutip pada laman website :
https://antikorupsi.org/id/node/87872, diakses pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 18.45 WIB.



https://antikorupsi.org/id/node/87872

Transparansi Internasional mencatat Indeks Presepsi Korupsi (IPK) Indonesia
tahun 2020 yakni 37. Indeks tersebut menjadikan Indonesia di peringkat ke-102.
Peringkat tersebut menurun dari tahun sebelumnya yakni di peringkat 86 dengan indeks
403

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tindak pidana korupsi
sudah sangat memadai, akan tetapi realisasi dari semua peraturan yang ada masih
belum memuaskan rasa keadilan masyarakat. Pada dasarnya tujuan dari adanya
peraturan tersebut adalah tercapainya kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan,
namun ancaman sanksi pidana yang cukup berat di dalam peraturan tersebut masih
bersifat tekstual. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang
dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan.
Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan
suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari
kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang
pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta
berkesinambungan.*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, dalam salah satu

8 Beritagar.id, “Indeks  Persepsi ~ Korupsi  Indonesia  tahun 2004-2020”,
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia, (diakses pada tanggal
23 november 2021, pukul 19:00 WIB).

* Taufiequrachman Ruki, “Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kepentingan Pemerintah”,
Makalah Seminar Pengadaan Barang dan Jasa oleh KPK dan KPPU, Jakarta, 23 Agustus 2006, him. 1



pertimbangannya bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana

korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana

korupsi. KPK mempunyai kewenangan supervisi terhadap instansi yang berwenang

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, melakukan

penyidikan dan juga melakukan penuntutan tindak pidana korupsi.

Berikut ini peneliti gambarkan persentase putusan berkekuatan hukum tetap

terhadap pelaku tindak pidana korupsi jenis kerugian keuangan negara di tingkat kasasi

dan peninjauan kembali periode tahun 1985 sampai dengan tahun 2018 :°
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Gambar 2

Persentase Putusan Berkekuatan Hukum Tetap
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Jenis Kerugian Keuangan Negara
di Tingkat Kasasi/Peninjauan Kembali Tahun 1985-2018

Kerugian
Negara

- £53% 145% 0,24% 0,12% 0,04%
Suan Pemerasan Pengelapan Merintangi Tindak Pidana Benturan
Menyuap Dalam Proses Pencucian Kepentingan
Jabatan  Pemeriksaan Uang Dalam

Perkara Pengadaan
Korupsi

Sumber : Beritagar.id, 2018

5 Anonim, 2018, “Pelaku Korupsi Terbanyak Ada di Korupsi Kerugian Negara”, dikutip pada
laman website : https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pelaku-korupsi-terbanyak-ada-di-kerugian-
negara-1497947563, diakses pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 17.00 WIB.



https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pelaku-korupsi-terbanyak-ada-di-kerugian-negara
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pelaku-korupsi-terbanyak-ada-di-kerugian-negara-1497947563
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pelaku-korupsi-terbanyak-ada-di-kerugian-negara-1497947563

Dari data tersebut menunjukkan bahwa 88,2 persen dari total pelaku korupsi
melakukan tindak pidana korupsi jenis kerugian keuangan negara. Mereka melakukan
korupsi untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara
melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya. Modus yang kerap dilakukan pada jenis korupsi kerugian keuangan
negara antara lain: markup anggaran, mengurangi kuantitas dan kualitas barang/jasa,
penggunaan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, membuat laporan
fiktif. Sampai dengan data ini dilansir, akibat perbuatan mereka telah menimbulkan
kerugian negara mencapai Rp.46,7 triliun.®

Sebanyak 70% kasus korupsi yang ditangani oleh KPK merupakan korupsi yang
terkait anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses pengadaan barang dan
jasa pemerintah merupakan celah terjadinya korupsi pegawai negara yang paling sering
terjadi.” Tidak sedikit Ahli Politik, Pejabat Negara, Kepala Daerah yang terseret kasus
korupsi akibat tidak terang — terangan dalam proses pengadaan Barang/Jasa. Kejadian
tersebut bukanlah merupakan prestasi KPK yang dapat menangkap dan mengungkap
kasus-kasus tersebut, tetapi hal tersebut merupakan kegagalan.

Kegagalan dalam melaksanakan amanah Undang-Undang dan mental yang sudah

rusak yang di miliki. Kalau kita lihat kasus-kasus yang besar, tidak sedikit proyek-

6  Beritagar.id, “Pelaku  Korupsi  Terbanyak Ada di  Kerugian  Negara”,
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pelaku-korupsi-terbanyak-ada-di-kerugian-negara,
(diakses pada tanggal 23 November 2021, Pukul 19:30 WIB).

" Amiruddin, Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, (Bandung: Genta Publishing, 2010),
him. 53.



proyek kecil yang ada di daerah pada kementerian/lembaga atau pada dinas-dinas
pemerintah daerah yang sangat-sangat rawan untuk diselewengkan, apa lagi kalau
dikelola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan selalu mencari
keuntungan untuk memperkaya diri.®

Prinsip pengadaan barang dan jasa menurut Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif,
transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Kebijakan umum
pengadaan barang/jasa pemerintah juga dimaksudkan antara lain untuk mendorong
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja dan
mengembangkan industri dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk
koperasi dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa, serta
menyederhanakan ketentuan dan tatacara untuk mempercepat proses pengambilan
keputusan dalam pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa setiap instansi pemerintah seharusnya didasarkan pada
Rencana Tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Instansi, sehingga
barang/jasa dibeli, karena memang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi instansi. Aspek penting lain dalam pengadaan barang/jasa adalah
pertimbangan profesionalisme dan integritas dari Pimpinan, KPB dan KPA, serta
dalam pemilihan panitia Pengadaan dan Pimpinan Proyek. Sumber dana yang

digunakan dalam pengadaan barang ini berasal dari dana APBN dan APBD. Dana

8 1bid., him. 54.



APBN merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bersama DPR RI, sedangkan dana
APBD merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dana ini ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang ini dapat dilakukan
secara :°

1.  Swakelola; atau

2.  Penyedia barang.

Dilaksanakan secara swakelola artinya adalah :

1.  Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab
anggaran;

2. Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran,
misalnya perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian atau ilmiah
pemerintah;

3. Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran.
Dilaksanakan oleh penyedia barang artinya adalah bahwa pengadaan
barang itu dilaksanakan oleh penyedia barang. Barang adalah suatu benda
dalam berbagai dan uraian, yang meliputi:

1.  Bahan baku;

2.  Bahan setengah jadi;

® Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya.
(Jakarta: Sinar Grafika, 2019), him. 254



3. Barang jadi atau peralatan;
4.  Spesifikasi ditetapkan oleh pengguna barang.

Salah satu kasus korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang terjadi
dalam kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit dalam Surat Putusan
Mahkamah Agung Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019. Dalam Putusan PN JAMBI Nomor
24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb terdakwa atas nama Masrial bin Sahyun telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara
bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Pada putusan tingakat pertama terdakwa dijatuhkan pidana kurungan penjara
selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Putusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Jambi dalam Putusan PT JAMBI Nomor 2/PID.SUS/TPK/2017/PT.JMB. Namun pada
tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperbaiki judex factie Putusan MAHKAMAH
AGUNG Nomor 1609 K/PID.SUS/2017.

Dalam pelaksanaan kegiatan, ternyata terdapat perbedaan spesifikasi teknis dan
merek dalam belanja alat-alat kesehatan sebagaimana telah diperjanjikan dalam
kontrak sehingga terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara.’® MA
mengabulkan permohonan PK Terpidana, dan membatalkan putusan MA pada tingkat
kasasi. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa Penghitungan

kerugian keuangan negara harus membedakan diskon penjualan dan diskon pembelian.

10 Mahkamah Agung, Putusan No. 169 PK/Pid.Sus/2019, him. 27.



Diskon penjualan adalah diskon yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dan telah
diketahui secara luas baik ada maupun tidak ada transaksi. Diskon pembelian adalah
diskon yang baru diketahui saat terjadinya transaksi sehingga tidak bisa diprediksi,
karenanya diskon pembelian tidak dapat dijadikan dasar sebagai penyusunan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS).*!

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi
dengan judul skrispi “Analisis Kerugian Keuangan Negara Yang Berkaitan
Dengan Diskon Dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Putusan Nomor 169

PK/Pid.Sus/2019)”.

B. Rumusan masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana konsep dari kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pada
Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019 ?

2. Bagaimana analisis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap klausul diskon

dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019 ?

C. Tujuan penelitian
Tujuan dari penelitian ini, yakni :
1.  Untuk menganalisis dan menjelaskan konsep dari kerugian negara dalam tindak

pidana korupsi pada Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019.

1 1bid., him. 73.
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Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk pertimbangan hakim dalam
penjatuhan pidana terhadap klausul diskon dalam tindak pidana korupsi pada

Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

Secara teoritis berguna untuk :

a.  Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan tindak pidana korupsi
dalam hal klausul diskon dalam tindak pidana korupsi;

b.  Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu
hukum serupa;

c.  Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi semua para akademisi
hukum.

Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi sema praktisi hokum

yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak suatu peristiwa pidana dalam

hal tindak pidana korupsi, yaitu :

a.  Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang, sebagai bahan masukan
untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau
mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada,
terkait kerugian keuangan negara dalam prespektif pendapatan diskon

dalam pengadaan barang dan jasa;
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b.  Aparat penegak hukum, sebagai pedoman dalam melaksanakan penegakan
hukum, dalam hal ini Hakim, demi ketepatan pertimbangan putusan
walaupun terjadi disparitas dengan putusan lain terhadap kasus serupa;

c.  Pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, sebagai
pedoman untuk mengawasi tingkah laku atau perbuatannya, serta menjadi
wawasan demi timbulnya kesadaran hukum masyarakat agar lebih teliti

melaksanakan usahanya dalam pengadaan barang dan jasa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar
dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan
terhadap makna kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, serta analisis
putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap klausul diskon dalam tindak pidana
korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019, salah satu
kasus korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang terjadi dalam kegiatan

Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah
dalam penelitian ini, yaitu :
1.  Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (searching for

the truth) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai
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konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya
hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan
kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20.

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai
sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan
hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh
karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan
dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman
gagasan hukum progesif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam
konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami permasalahan
kemanusiaan.*? Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya
memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik, selain itu juga aspek perilaku
sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan
secara utuh berorientasi keadilan substantif.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah Konsep Kerugian
Keuangan Negara Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Pada Putusan Nomor 169
PK/Pid.Sus/2019.

2. Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim
Penemuan hukum oleh hakim pada dasarnya merupakan suatu proses yang logis

belaka melalui subsumsi dari fakta pada ketentuan Undang-Undang, akan tetapi adalah

2 Rahardjo Satjipto, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2009), him.39.
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juga penilain daripada fakta untuk kemudian menemukan hukumnya. Undang-Undang
itu tidak selalu jelas, tidak selalu lengkap, sedangkan fakta yang diajukan memerlukan
penyelesaian menurut hukum. Jika interpretasi, penerapan Undang-Undang baik secara
ekstensif (luas) maupun secara restriksi (sempit) tidak mampu memberi sesuatu
penyelesaian maka untuk menemukan hukumnya, faktalah yang harus dinilai.
Sehubungan dengan hal tersebut, penemuan hukum dapat dikelompokan menjadi 2
(dua) teori, yaitu: penafsiran menurut ilmu hukum dan penafsiran menurut metodenya.
Menurut ilmu hukum dikenal 4 (empat) macam penafsiran, yaitu :*3

1)  Penafsiran subyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan sesuai
kehendak pembentuknya seperti ketika peraturan itu ditetapkan.

2)  Penafsiran obyektif, merupakan kebalikan dari penafsiran subyektif.
Dalam penafsiran obyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan
sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan sehari-hari.

3)  Penafsiran restriktif atau penafsiran secara sempit, peraturan perundang-
undangan diberikan arti terbatas menurut bunyi peraturan tersebut. Pada
cabang Hukum Pidana, menurut Van Hattum, penafsiran ini disebut

penafsiran yang bersifat “strict”. Ia menegaskan ‘dalam jangka waktu yang

13 | Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Pidato
Pengenalan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, 10
April 1996, him. 7.
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lama, orang masih tetap bertahan bahwa Undang-Undang pidana harus
ditafsirkan terbatas menurut bunyi Undang-Undang itu sendiri”.*

Penafsiran ekstensif atau penafsiran secara luas, peraturan perundang-
undangan ditafsirkan dengan memberi arti lebih luas dari pada apa yang
tersurat. Contoh klasik penggunaan penafsiran ekstensif adalah dalam
kasus pencurian aliran listrik. Di negeri Belanda, sebelum penafsiran ini
diterapkan oleh Mahkamah Agung (Hogeraad, selanjutnya disingkat HR),
pengambilan listrik secara tidak sah, tidak dapat dikualifikasikan sebagai
“pencurian”, karena itu tidak dapat dipidana. Baru sejak HR dalam
putusannya yang terkenal dengan nama electrisiteit arrest, tanggal 23 Mei
1921, dengan menggunakan penafsiran ekstensif, istilah “barang” eks Pasal
362 KUHP ditafsir termasuk meliputi aliran listrik. Atas dasar penafsiran
itu, HR menyatakan pengambilan aliran listrik secara tidak sah adalah

perbuatan pidana, dan pencurinya dapat dihukum.

Sedangkan dari segi metode, penafsiran hukum terdiri atas:*

1)

Penafsiran gramatika (tata bahasa), yaitu mencari makna suatu ketentuan
hukum dari kata-katanya menurut pemakaian bahasa sehari-hari dan/atau

pemakaian secara teknis yuridis. Penafsiran ini merupakan sarana tertua

14 p,AF. Lamintang, Dasar-Dasar llmu Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru 1992),

him. 44.

15 | Dewa Gede Atmadja, Op.cit, him. 9.
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yang dimiliki para ahli hukum (yuris) untuk menafsirkan peraturan
perundang-undangan.

2) Penafsiran historis, dibedakan atas penafsiran sejarah hukum
(rechtshisttories interpretatie) dan penafsiran sejarah Undang-Undang
(wetshistories interpretatie). Dalam hal penafsiran sejarah hukum, hakim
mencari makna atau arti aturan hukum dari perkembangan suatu lembaga
hukum (figur hukum). Misalnya, untuk memahami kompetensi relatif dan
absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara,'® maka
ditelusuri melaui sejarah peradilan administrasi yang pada mulanya
berkembang dalam Hukum Administrasi Perancis. Di Perancis, segala
pelanggaran hukum administrasi diserahkan dan diselesaikan oleh suatu
peradilan khusus yaitu tribunaux administratifs. Peradilan hukum
terpenting dalam hukum administrasi Prancis.!’ Dalam hal penafsiran
sejarah Undang-Undang, hakim mencari makna atau arti suatu ketentuan
UU dengan menelusuri riwayat pembentukan UU tersebut. Sejarah UU
dapat dipelajari dari risalah UU, Perdebatan-perdebatan di dalam sidang

DPR, jawaban dan keterangan eksekutif, serta dengar pendapat umum.

16 Benyamin Mangkoedilaga, Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, (Bandung: Angkasa, 1988), him. 25-26.

17 Kuntjoro Purbopranoto, Dasar-Dasar Hubungan Warga Negara dengan Pemerintah, Pidato
Penerimaan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Surabaya, 1960, him. 4.
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Penafsiran sistematis, adalah menentukan makna atau arti satu pasal
peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada pasal-pasal
lainnya dalam kerangka keseluruhan peraturan atau tata hukum yang
berlaku. Contoh penggunaan penafsiran sistematis dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada makna Pasal 6 ayat
(1) dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1). Menurut penafsiran secara
sistematis ini Pasal 6 ayat (1) mengandung makna sebagai aturan hukum
yang bersifat exception (pengecualian) terhadap ketentuan Pasal 27 ayat
(1), sehingga syarat “Presiden harus orang Indonesia asli” tidak
bertentangan dengan HAM.

Penafsiran sosiologis atau teleologis, yakni hakim memberi arti suatu
ketentuan hukum menurut tujuan sosial yang ditetapkan pembentuk UU,
dengan memperhatikan perkembangan masyarakat ketika UU itu
diterapkan. Perlu diketahui bahwa tujuan pembentuk UU identik dengan
tujuan UU, tetapi berbeda dengan tujuan hukum. Hal ini tujuan hukum
sifathya umum dan ditentukan oleh doktrin hukum. Gustav Radbruch
berpendapat bahwa tujuan hukum yang harus dikemas oleh hakim dalam
mengadili adalah: (1) keadilan, (2) kepastian hukum, dan (3) kegunaan atau
utilitas. Masing-masing bersandar pada dotrin filosofis, yuridis, dan
historis-sosiologis mengenai validitas hukum. Tujuan UU sifatnya khusus,

dalam arti setiap UU mempunyai tujuan dan politik perundang-undangan
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sendiri. Tujuan UU dapat diketahui dari latar belakang dan proses
pembentukannya serta penjelasan UU (memorie van tot lichting).

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD
1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas.
Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman®®, yang
berbunyi : “

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :

“Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini
mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan
pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD

1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena

tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga

18 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), him. 142,
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putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.’® Kebebasan hakim perlu
pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial jugde) sebagaimana
ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam
menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak
diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya
perumusan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan
tidak membeda-bedakan orang”.?°

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak
memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu
tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian
terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.
Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang
hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan
mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,?! yaitu :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

19 1bid., him. 94.
20 1bid., hlm. 95.
21 1bid., him.110.
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Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah Analisis Hakim Dalam
Penjatuhan Pidana Terhadap Klausul Diskon Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pada

Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019.

G. Kerangka Konseptual
1.  Kerugian Keuangan Negara

Pemahaman keuangan negara menjadi kunci utama bagi kita untuk bisa menelaah
lebih jauh bagaimana adanaya tindak pidana korupsi. Karena memang kita menyadari
bahwa, salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya unsur kerugian
negara/daerah. Dalam menelisik kajian terminologi dari keuangan negara/daerah itu
sendiri pengertian keuangan negara, memiliki dua dimensi pengertian. Tentu dimensi
ini, berkaitan erat dengan bagaiamana perkembangan reformasi keuangan negara di
Indonesia sebelum refomrasi dan pasca reformasi.

a.  Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan
umum Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 tahun 2003 adalah
sebagai berikut :

1)  Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu
baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
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3)

4)
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Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah
meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki
negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan
keuangan negara.

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana
tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan
keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan,
kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan
dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pengertian keuangan negara pada Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan penjelasan alinea ke

3 dari Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi kedauanya dapat dipakai untuk saling melengkapi.

Argumentasinya sebagai berikut:

1)

Rumusan keuangan negara dalam cakupan luas tertuang berdasarkan
Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang
keuangan negara: a) secara lex specialis derogat generali, ditetapkan

18 oleh Undang-Undang dasar 1945 pasal 23 menyatakan: hal-hal
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lain tentang keungan negara diatur dengan Undang-Undang
tersendiri”. melalui pernyataan ini maka semua yang berkaitan
dengan terminologi dan pengaturan keuangan negara mengacu pada
Undang-Undang tersebut (dalam hal ini Undang-Undang tentang
“keuangan negara”. b) dengan adanya Undang-Undang nomor 17
tahun 2003 yang khusus mengatur tentang “keuangan negara”, maka
semua peraturan perundangan yang mengatur keuangan negara baik
sebelum atau sesudahnya mengacu pada terminologi atau hal tentang
keuangan negara yang merupakan implementasi Pasal 23 Undang-
Undang Dasar 1945.

2) Rumusan keuangan negara dengan cakupan wilayah pengelolaan
keuangan negara berdasarkan penjelasan alinea ke 3 Undang-Undang
nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
sepanjang belum dicabut, atau ditentukan lain oleh instansi yang
mempunyai

Hakekat pengertian keuangan negara secara substansial antara kedua Undang-
Undang tersebut tidak berbeda, hanya pendekatan pengaturan yang berbeda, Undang-
Undang no 17 tahun 2003 pendekatan pada pengaturan keuangan megara dari aspek
“objek, lingkup dan luas”, sedangkan penejelasan alinea ke 3 Undang-Undang nomor

31 tahun 1999, mengatur keuangan negara dari dari aspek “wilayah penguasaan
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pengelolaan keuangan negara” tetapi jika 19 dilihat secara substansial “content”
keduanya sama, hanya pendekatan melihat pengelolahanya yang berbeda.?
2. Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa

Korupsi merupakan satu diantara sekian banyak persoalan yang menghambat
pembangunan di Indonesia, termasuk juga pembangunan di daerah. Salah satu lahan
korupsi yang paling subur adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Korupsi jenis ini
masuk pada korupsi jenis transaksional. Pada ruang lingkup pemerintahan ternyata
korupsi yang paling banyak terjadi adalah pengadaan barang dan jasa. KPK melansir
bahwa 80% kasus korupsi yang mereka tangani adalah terkait korupsi jenis ini. Korupsi
ini biasanya dimulai perencanaan proyek pesanan atau usulan saat proses tender
pengadaan barang dan jasa, namun bukan dari usulan masyarakat, akan tetapi dari
pengusaha. Sementara bagi yang mengusulkan, biasanya proyeknya akan disetujui
dengan anggaran yang sudah direncanakan. Jika dari awal terjadi perencanaan dan
pengajuan anggaran yang tidak sesuai prosedur, biasanya muncul tindakan untuk
melakukan mark up anggaran. Jika ini terjadi, kemungkinan akan terjadi permintaan
sejumlah uang dari kepala daerah kepada pengusaha.?

Jika pemerintah daerah memerlukan barang dan jasa, ada dua alternatif yang

terbuka baginya, yaitu dengan membuat sendiri atau dengan membeli. Artinya,

22 Hernold Ferry Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara (Dalam Tindak Pidana Korupsi,
Suatu Pendekatan Hukum Progresif), (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), him. 11.

23 Suprianto, “Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yangBaik dan Teknologi Informasi
terhadap Kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Guna Mendukung Implementasi Otonomi
Daerah”, Semarang DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ekobis.15.1.17-30, (diakses pada tanggal 25
November 2021, pukul 13.00 WIB).
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pemerintah daerah dapat melakukan pengadaan barang dan jasa itu sendiri atau
mendapatkannya dari sektor swasta. Korupsi adalah salah satu dimensi dari pilihan ini.
Jenis korupsi dalam pemerintahan daerah adalah korupsi dalam lelang. Di sini, biaya
atau harga dapat menjadi tinggi bagi pemerintah daerah. Kemudian, pejabat bisa
mendapatkan bagian lebih dari pembayaran dan selisih harga tersebut karena sudah di
mark up sebelumnya. Komisi dari pemasok agar persaingan dalam pengadaan barang
dan jasa dapat “diatur”, dan juga suap bagi pejabat yang berwenang mengatur proses
pengadaan, membuat adanya kenaikan biaya dan perubahan pada spesifikasi kontrak.2*

Kenaikan biaya dan perubahan spesifikasi kontrak inilah yang dikategorikan
masuk dalam tindak pidana korupsi. Ditambah lagi, kontrak pengadaan barang dan jasa
umumnya menyangkut jumlah uang yang besar dan melibatkan orang dalam dan orang
luar pemerintah yang punya nama atau pengaruh besar. Pemasok mempunyai
kepentingan untuk mempengaruhi spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan
pemerintah daerah, dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatannya seraya
menyembunyikan kelemahannya, di mana dengan demikian dapat mempengaruhi
persaingan. Kesempatan untuk ini diperolehnya saat tukar menukar informasi
pemerintah daerah sebelum spesifikasi kebutuhan diumumkan, terutama bila

spesifikasi bersifat sangat teknis dan lebih dipahami oleh pemerintah daerah.?®

24 Ackerman, S.R., Korupsi dan Pemerintahan, Sebab, Akibat, dan Reformasi. (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 2006), him. 37.
2 |bid.
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Berdasarkan fakta tersebut, pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang paling
rawan korupsi karena berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar. Pemerintah
daerah kadang-kadang tidak memiliki kemampuan untuk merinci kebutuhannya,
terutama di bidang teknologi tinggi. Sudah lumrah bahwa pemasok, bukan pihak
pemerintah daerah, yang lebih tahu dan dapat memberikan saran mengenai barang dan
jasa yang diperlukan pemerintah daerah terkait hal itu. Umumnya, pihak pemerintah
daerah juga tidak memiliki kemampuan untuk mengungkapkan kebutuhannya dengan
jelas. Di kedua hal ini, sangat terbuka kemungkinan untuk korupsi, dalam arti

pemenang lelang sudah ditentukan sebelum proses lelang dimulai.?®

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative, yang disebut juga
sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.?’ Dinamakan
demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis
sehingga erat hubungannya pada studi kepustakaan karena akan membutuhkan data-
data yang bersifat sekunder, seperti pasal-pasal, berbagai teori hukum, hasil karya
ilmiah para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari

berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi,

2 |bid., him. 39.
27 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015),
him. 94
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konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan

mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah :

a.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dilakukan untuk
menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani.?® Pendekatan ini digunakan
untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah
semua Undang-Undang dan regulasi. Pendekatan ini membuka kesempatan
bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara
suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara
Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan
Undang-Undang.?

Pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan ini beranjak
dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam
ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang
melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan

asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman terhadap

28 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet.3. (Malang: Bayumedia
Publishing, 2013), him. 302.
2 |bid., him. 17.
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pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran
bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam
memecahkan isu yang dihadapi.°
c.  Pendekatan kasus (case approach), pendekatan kasus dalam penelitian
bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum
yang dilakukan dalam praktik hukum.®! Kasus tindak pidana penggelapan
dalam jabatan yang akan ditelaah dalam penelitian ini didasarkan pada
Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019.
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian
Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder
yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Untuk memecahkan
isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang
dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier, yaitu: 32
a.  Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang
artinya mempunyai otoritas, terdiri dari :
1)  Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;

%0 Ibid. him. 17.
31 Johnny lbrahim, Op. Cit., him. 304.
32 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., him. 16.
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3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)
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Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Telah Di Ubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 4150;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Putusan PN JAMBI Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb;

Putusan PT JAMBI Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2017/PT.Jmb;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/Pid.Sus/2017;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019.

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk

memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya

ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya

dengan isu hukum.
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c.  Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan
sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru,
relevan dan mutakhir.

4.  Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum dimaksudkan untuk memperoleh
bahan hukum dalam penelitian. Teknik yang mendukung dan berkaitan dengan
pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan
adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum
tertulis dengan mempergunakan content analisis.® Teknik ini berguna untuk
mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan
perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak
maupun elektronik yang berhubungan dengan Analisis Kerugian Keuangan Negara
Dalam Prespektif Pendapatan Diskon Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif
yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara
bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta
efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interprestasi bahan penelitian.®* Hasil

analisis kemudian disistematisasi, dianalisa,dan dinilai baik dari segi substansi maupun

% 1bid., him. 105.
3 1bid., him. 127.
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relevansi substansinya untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang
ringkas dan tepat sesuai tujuan penelitian.
6.  Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan logika induktif.
Menurut Peter Mahmud Marzuki mengutip pendapat Philiphus M. Hadjon
menjelaskan, metode induktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles,
berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan- bersifat umum) kemudian
diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu
kesimpulan atau conclusion. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum
dengan cara induktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum,

selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.*

3 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., him. 147.
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